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Abstract

Cooperative is one of the economic actors purposing for social welfare, particularly for its members. The progress of cooperative effort not only to answer questions about what and how much should be sought cooperatives, as well as how to get the maximum profit but also to answer the question to whom and how it is distributed operating results. Cooperative planning must be in accordance with the sources of funding that can be provided, particularly from members of the cooperative itself.
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Abstrak
Koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan sosial khususnya bagi anggotanya. Kemajuan usaha koperasi tidak hanya menjawab pertanyaan tentang apa dan berapa yang harus diusahakan koperasi, serta bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tetapi juga menjawab pertanyaan kepada siapa dan bagaimana hasil usaha itu dibagikan. Perencanaan koperasi harus sesuai dengan sumber-sumber dana yang dapat disediakan, khususnya yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri.
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Pendahuluan
U

ndang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 mengatur bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas prinsip kekeluargaan. Penjelasan pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang dan bangunan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sokoguru perekomomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasonal.

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas, maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kehidupan ekonomi rakyat. Namun, dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud UUD 1945. Dr. Bayu Krisnamurthi berpendapat, koperasi telah direnggut dari posisinya sebagai sarana organisasi untuk mengedepankan kebersamaan dan kerjasama, dan dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan lain, “akibatnya koperasi menjadi tidak identik dengan kebersamaan dan kerjasama, yang ada adalah kopersi menjadi tercitrakan dan terkesan sebagai sesuatu yang birokratis, koruptif, penuh ketergantungan, gagal, dan hanya menjadi idiom politik ideologis yang tidak bermakna”.
Pembangunan koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi, sehingga koperasi akan menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan koperasi pada dasarnya  dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan perubahan anggaran dasar, dan pembinaan koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada menteri yang membidangi koperasi. Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa pemerintah mencampuri urusan internal organisasi koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi, inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji penerapan asas koperasi dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah penerapan prinsip kekeluargaan dalam pembangunan koperasi di Indonesia?

A. Pengertian Koperasi dan Konsep Koperasi
Istilah koperasi berasal dari dua suku kata yaitu Co dan operation. Co berarti bersama dan operation berarti pekerjaan, sehingga kalau digabung menjadi Cooperation atau koperasi berarti bekerja bersama atau bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan tertentu
.
Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Koperasi induk adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan koperasi sekunder
. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama koperasi.

Koperasi berlandaskan Pancasila dan undang-undang serta berdasarkan prinsip kekeluargaan
. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
. Fungsi dan peran koperasi adalah:

a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
. 

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut
:

a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota

d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e) Kemandirian
Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut::

a. Pendidikan perkoperasian

b. Kerjasama antar koperasi

C. Status Badan Hukum Koperasi
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akte pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Status badan hukum koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Setiap anggota koperasi mempunyai kewajiban
:

a. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota.

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi

c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan. 
Setiap anggota mempunyai hak
:

a Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.

b Memilih dan atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas

c Meminta diadakan rapat anggota menurut ketentuan dalam anggaran dasar

d Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus anggaran baik di luar rapat anggota baik diminta ataupun tidak diminta.

e Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota.

f Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar (M.Manullang,2002:88)

Perangkat koperasi terdiri dari:

a. Rapat anggota

b. Pengurus 

c. Pengawas 
Untuk jangka waktu tertentu, pimpinan/pengurus/pegawai koperasi yang betul-betul mempunyai bakat leadership dapat diangkat pemerintah untuk dijadikan pimpinan/pengurus/pegawai perusahaan negara tertentu
. 
Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
 Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, sumber lain yang sah
Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

a. Keputusan rapat anggota

b. Keputusan pemerintah

Koperasi secara bersama-sama mendirikan suatu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi. Organisasi ini berlandaskan Pancasila.
D. Prinsip Kekeluargaan dalam Pengelolaan Koperasi
Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyangan dalam arti kerjasama, saling membantu, kekeluargaan dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan seperti lazimnya dalam suatu kehidupan keluarga. Nampak dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga. Usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong, yang mencerminkan semangat kekeluargaan. Gotong royong atau kerjasama itu kelihatan sepanjang masa dalam masyarakat Indonesia, oleh Dr. Mohammad Hatta disebut “Koperasi Sosial”
. 
Gotong royong dalam pengertian kerjasama pada koperasi mempunyai pengertian luas, yaitu
:

a. Gotong royong dalam lingkup organisasi;

b. Bersifat terus menerus dan dinamis;

c. Dalam bidang atau hubungan ekonomi;
d. Dilaksanakan dengan terencana dan berkesinambungan 

Koperasi merupakan usaha bersama, namun hal ini lain dengan maatschap seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Maatschap pada umumnya didasarkan atas suatu perikatan atau sudah diatur bentuknya, seperi Indonesische Maatschappij op aandelen (IMA), dan merupakan usaha bersama berdasarkan perseorangan atau individualistik.

Asas kekeluargaan dalam koperasi bukan merupakan asas keakraban. Secara historis dalam sidang BPUPKI dan PPKI, diperlawankan antara perseorangan (individualistik) dengan prinsip kekeluargaan (integralistik)
 atau non-induvidualistik
. Dengan kata lain koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong seperti lazimnya dalam kegiatan suatu keluarga, sehingga berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Semangat kebersamaan ini tidak saja dalam bentuk gotong royong ikut bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama membentuk suatu sistem ekonomi.

Sistem ekonomi adalah salah satu aspek sistem sosial yang menunjukkan bagaimana anggota-anggota masyarakat berinteraksi dalam berbagai cara tertentu untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Dalam bidang ekonomi hal ini menyangkut kebutuhan berproduksi dan menikmati hasil produksi
. Interaksi sosial tersebut berupa pola hubungan atau kerjasama antar manusia dalam berproduksi dan menikmati hasil produksi, yang dituangkan dalam bentuk kelembagaan tertentu seperti koperasi atau kebiasaan  dalam rangka mengalokasikan dan memproses faktor-faktor produksi untuk dijadikan produk ekonomi. Produk ekonomi ini akhirnya, disediakan dan dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam UUD 1945 pasal 33 yang merupakan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi orang seorang harus dilihat dalam kaitannya dengan tata sosial yang berlaku
. Jadi bukan individu yang secara otomatis (tanpa hubungan dengan individu lainnya) dibiarkan secara bebas melakukan usahanya sendiri memaksimunkan kepuasannya sendiri, tanpa memperhitungkan akibatnya bagi arang lain.

Tata sosial tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu disatu pihak sebagai suatu sistem pasar yang merupakan kegiatan ekonomi (barang dan jasa) antar manusia dan lembaga ekonomi; dan dipihak lain sebagai pengakuan hak milik yang merupakan alat yang memberi wewenang dan sekaligus membatasi hak dan kewajiban pelaku-pelaku ekonomi dalam menggunakan dan mengelola faktor produksi serta mempertukarkan barang dan jasa. Jika nilai-nilai tersebut dikaitkan dengan asas dan prinsip dalam koperasi, maka terlihat nilai-nilai manusia yang ditonjolkan adalah keseimbangan atau keselarasan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat. Prinsip koperasi nampak memberikan kesempatan pada individu-individu mengambil inisiatif dalam pasar untuk mencari dan menentukan sendiri tingkat kebutuhan (berproduksi atau berkonsumsi) sepanjang hal itu tidak merugikan atau membuat anggota masyarakat lainnya dalam hal ini anggota masyarakat jauh lebih buruk keadaan ekonominya. Untuk mencapai kemakmuran bersama yaitu kemakmuran masyarakat (anggota koperasi) sebagai satu kesatuan tetapi juga kemakmuran masing-masing dan semua warga Indonesia.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan usaha perkoperasian harus pula diarahkan dan direncanakan. Pasal 33 UUD 1945 tidak hendak melenyapkan sama sekali peranan dan kepentingan individu sebagai pelaku ekonomi dalam usaha mencapai kemakmuran bersama itu, bahkan mencari keseimbangan  dan keselarasan antara  penyelenggara seperti pengurus koperasi yang bertindak secara sungguh-sungguh demi kemakmuran koperasi dengan pengusahaan kepentingan perseorangan (anggota koperasi). Pasal 33 UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi yang berlaku juga sebagai dasar ekonomi dalam koperasi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat (anggota koperasi). Kemakmuran koperasi yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang (pengurus). Peranan unsur orang seorang (individu) diberi tempat penuh dalam kegiatan ekonomi. Jelas bahwa untuk tercapainya kemakmuran bersama (bukan ketimpangan kemakmuran), maka peranan individu (anggota koperasi) harus diarahkan dan diatur. Pengarahan atau pengaturan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi perkembangan yang wajar, akan tetapi semata-mata agar kemakmuran bersama lebih dapat ditingkatkan.

Pembangunan ekonomi koperasi di Indonesia, demikian pula di negara lain dilakukan dengan tetap mengacu pada perencanaan makro, sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditentukan menurut kemungkinan sumber-sumber yang ada. Perencanaan tersebut dikaitkan dengan prinsip koperasi. Laju perkembangan koperasi diperkirakan targetnya sesuai dengan sumber-sumber dana yang dapat disediakan, khususnya yang berasal dari anggota koperasi itu sendiri.

Sistem ekonomi Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 memakai judul “kesejahteraan sosial”, bukan di bawah judul “sistem ekonomi” atau pembangunan ekonomi atau “kemajuan ekonomi”. Kesejahteraan sosial memberikan irama, kemana pembangunan ekonomi harus diarahkan. Hal itu berarti bahwa koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi juga mempunyai tujuan memberikan kesejahteraan sosial khususnya bagi anggotanya. Perencanaan ekonomi, khususnya perencanaan kemajuan usaha koperasi tidak hanya menjawab pertanyaan tentang apa dan berapa yang harus diusahakan koperasi, serta bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya
. Tetapi dalam perencanaan dan model-model perencanaan harus langsung dicantumkan pula pertanyaan kepada siapa dan bagaimana hasil usaha itu dibagikan, untuk menjamin pemerataan penikmatan hasil usaha koperasi. Pertanyaan tersebut langsung menyangkut masalah redistribusi pendapatan dan kekayaan.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengatur bidang ekonomi memang tidak menyebutkan secara eksplisit tentang hak milik akan tetapi perumusan tentang pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber hak milik negara akan jelas masalah hak milik serta kewajibannya. Selain hak milik negara, penjelasan UUD 1945 pasal 33 juga menyatakan adanya milik perorangan, tetapi orang seorang tersebut harus dilihat pula dalam konteks kebersamaannya, karena perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal terakhir ini disebutkan secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, yang oleh Mohammad Hatta, segi yang paling diutamakan ialah koperasi. Dapat diduga bahwa ciri kekeluargaan dalam bentuk koperasi dianggap sebagai modernisasi dari hak milik itu
. Hak milik adalah hak dari orang seorang, kelompok atau negara untuk menggunakan milik (dalam bentuk faktor-faktor produksi dan konsumsi) dengan berbagai cara untuk mendapatkan penghasilan yang diperlukan demi kesejahteraan bersama dan interaksi dengan orang lain.

Koperasi membawa pesan konstitusional bahwa prinsip kekeluargaan dan kebersamaan harus melandasi kehidupan ekonomi Indonesia. Persaingan merupakan unsur yang tak dapat dihindari dalam suatu sistem pasar terkendali, harus dilakukan dengan sehat, dan pelakunya harus tetap mengutamakan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama.. Bersaing secara sehat didalam satu keluarga  mengandung pengertian bahwa setiap pelakunya mempunyai tanggung jawab.

PENUTUP

Menyangkut prinsip kekeluargaan  dalam pembangunan koperasi di Indonesia belum diterapkan sebagaimana tertuang pada pasal 33 UUD 1945 karena koperasi telah diambil alih peranannya hanya dijadikan sebagai sarana untuk kepentingan lain, bukan sebagai sarana organisasi  yang mengedepankan kebersamaan dan kerjasama (prinsip kekeluargaan). 

Oleh kerena itu, pembangunan koperasi perlu diarahkan kembali sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar koperasi menjadi organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom partisipatif, dan berwatak sosial dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian koperasi dan prinsip kekeluargaan. 
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